“#5 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI

NOMOR : 003/HK.02/K.SB-13/06/2026
NOMOR : STIT-Ahls/KPW.VI/KS/198/2026

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, yang

bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.AA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Bukittinggi, yang
berkedudukan di Jln. Nawawi No.5
Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan
Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,
Provinsi Sumatera Barat selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Hj. Yosi Aryanti, M.A. : Ketua STIT Ahlussunnah Bukittinggi,
yang berkedudukan di Jln. Diponegoro
No.8 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan
Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK{‘(ESATU PIHAK KEDUA

i Y oY

L |G

\ Pl




PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ‘secara bersama—sama selanjutnya

dlsebut PARA PII-IAK terlebih. dahulu menerangkan hal hal sebaga1 berlkut : ; o

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandm yang mempunyal'j
-tugas Wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran )
Pemllu dan pencegahan sengketa proses Pem11u dengan memngkatkan

' ;pa.rt131pa31 masya.rakat dalam pengawasan.

“b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pend1d1kan Perguruan ngg1 S

yang beroreantaS1 pada pengembangan 11mu 11mu pendldlkan Agama
-Islam yang berada di Kota Buk1tt1ngg1 '
c. -bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fung81 masmg masmg
7 mem111k1 komltmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan
'7Partls1pat1f o o ' e ET o r

: Berdasarkan pertlmbangan sebagmmana dlmaksud dalam huruf a, huruf b,
o dan huruf o PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman o
tentang Program Pengembanga_n Pengawasan Parhs1pat1f dengan ketentuan' -

o sebaga1 berlkut - S . - E;'_

R BABI
SR MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini- dlmaksudkan sebaga1 landasan kerja sama bag1 e

- PARA PIHAK dalam upaya Pelaksanaan Pengawasan Part181pat1f pada

, Penyelenggaraan Pemllu dan Pemlhhan d1 Kota Buk1tt1ngg1 |
(2) Nota Kesepahaman 1n1 bertujuan untuk N : B _
a. -Memngkatkan part1s1pas1 masyarakat khususnya c1v1tas akademlka,_

b ’Memperkuat pendldlkan pohtlk dan demokra31 )

C. Mendorong termptanya Petmlu yang _]u3ur ad11 demokraﬁs dan- T

7 berlntegrltas

d. Membangun smergl kelembagaan dalam keg1atan pengawasang;_

part1s1pat1f
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~ BABII
RUANG LINGKUP

. , Pasal 2
Ruang Lingkup N ota'Ke:Sépahaman ini meliputi: :
‘Pendidikan pengaik;asai?l partisipatif;
Sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
‘Seminar, diskusi, pelatihan dan kajian ilmiah;
’Pengabdian kepada masyarakat terkait kepemﬂuan

Peningkatan kapasitas mahas1swa sebaga1 pengawas part131pat1f

mo a0 TP

_‘Pertukaranv data dan informasi sesuai kstentuan peraturan perundalflg;
undangan R
g. _Keglatan la1n yang d1sepakat1 PARA PIHAK

| BABHI .
:_PEL-AKSANAAN
, o Pasal 3 o L
(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dltetapkan leb1h lanjut oleh PARA
PIHAK dalam bentuk Per_]an_]1an Kerja Sama : L N
(2) Untuk’ melaksanakan ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) T
PARA PIHAK akan menunJuk PeJabat terka_lt sesua1 dengan tugas dan |
fung31 masmg-masmg S ' S
' H_BABIV:,_, S
MONITORING DAN EVALUASI - L R S

. » Pasal 4 | S B A

) ,:’PARA -PIHAK sepakat melakukan ‘evaluasi dan momtormg terhadap. o
:pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara per1od1c/ berkala sedikitnya 1 -
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (balk secara bersama—sama

maupun sendiri- sendm)
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- BABV -
PEMBiAYAAN

Pasal 5

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman-;

ini d1bebankan kepada anggaran masmg—masmg pihak sesuai- tugas,

'tanggung jawab, dan kewenanga_n masmg—masmg pihak berdasarkan Nota_

~Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber 1a1nnya yang sah sesuai ketentuan L

 peraturan Perundang—undangan dan ketentuan ‘yang berlaku di masmg—

masing pihak.

- (1)

~ BAB v1
JANGKA WAKTU

, Pasal 6

Nota Kesepahaman ‘ini berlaku selama 5" (hma) tahun dan: dapatftf,'”

, dlperpanjang atau - d1akh1r1 sebelum _]angka waktunya berdasarkan '

| E' (2)

' kesepakatan PARA PIHAK. -

Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)_,__

dapat dllakukan oleh salah satu’ plhak dengan memberltahukan secara ‘
: tertulls kepada plhak lamnya palmg lambat 3 (tlga) bulan sebelum Jangka o
o Awaktu Nota Kesepahaman 1n1 berakhlr 7 RS
@ |
o dapat dllakukan oleh salah satu plhak dengan memberltahukan secara,

'Pengakhlran Nota Kesepahaman sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)7‘, o

o }f,rtertuhs kepada plhak lamnya pahng lambat 3 (tlga) bulan sebelun Notar; :

Kesepahaman ini d1akh1r1 7
- ApENDUM

"':'Pasal'7 '

B (1) Segala perubahan atau hal—hal yang belum dlatur dalam Nota;f

Kesepahaman ini akan dltetapkan dalam bentuk adendum berdasarkanf-
kesepakatan PARA PIHAK. IR B
PIFIAK RESATU “PIHAK KEDUA




(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(1)

(2)

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8
Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam
bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang
Telp : 081385010444
Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id
b. PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AHLUSSUNNAH
BUKITTINGGI
Jalan Diponegoro No.8 Kelurahan Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang
Telp : 081273254284

Email : stitahlussunnah@gmail.com

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi
tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota

Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,

i TEMPEA-~
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Dr. Hj. YOSI ARYANTI, M.A.




